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ABSTRAK 

 
Abilio Fitra Sakti. 201810115181. Penyelesaian Hukum  Atas Wanprestasi Yang 

Dilakukan Oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Kitab Undang 

– Undang Hukum Perdata. 

 
Secara definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu       orang 

atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Perjanjian itu sendiri 

ialah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui 

oleh mereka. Dari defisini tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat 

menimbulkan perikatan tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian melainkan 

juga hal lainnya. 

Perjanjian berasaskan kebebasan bekontrak sehingga keseluruhan pihak 

bebas menentukkan segala ketentuan yang perlu ada didalamnya tidak bertentangan 

dengan hukum dan perjanjian dilaksanakan dengan itikad  baik,perjanjian tersebut 

sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam 

sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi 

prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan 

telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. 

Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga  itu harus merupakan akibat 

langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya 

perjanjian. Di dalam Pasal 1249 KUHPerdata ditentukan bahwa penggantian 

kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. 

Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa 

kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan 

inmateriil.  

Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang 

dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi atau memberikan penggantian secara 

materiil atau immateriil atas kerugian yang diderita. Metode analisis ini dilakukan 

setelah adanya pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang sudah didapatkan 

akan dipilah-pilah lagi agar data yang sudah dikumpulkan dapat 

dipertanggungjawabkan dan benarbenar valid. Dalam penelitian ini, data yang 

didapat secara sistematis. Kasus Wanprestasi Antara CV Berjaya dengan 

Pemerintah Kabupaten Kutai barat adalah kasus yang digunakan sebagai arahan 

penulis dalam membuat skripsi ini. Berawal dari perjanjian kerjasama antara 

Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dengan CV Berjaya sesuai dengan Surat 

Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak Kerja No. 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005 

Tanggal 25 Juli 2005. 

 
Kata Kunci : Perjanjian Kontrak Kerja, Wanprestasi, Perjanjian 
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ABSTRACT 

 
Abilio Fitra Sakti. 201810115181. Legal Settlement of Defaults Made by the 

Government of West Kutai Regency Based on the Civil Code. 

 

By definition, an agreement is an act by which one or more people increase 

themselves against one or more people. The agreement itself is an agreement 

between two or more people regarding certain matters agreed upon by them. From 

this definition, it can be seen that an agreement can give rise to an obligation but 

the obligation does not only exist because of the agreement but also other things. 

The agreement is based on freedom of contract so that all parties are free 

to determine all the provisions that need to be in it that are not contrary to the law 

and the agreement is carried out in good faith, the agreement is valid and applies 

as law to the parties who make it. In an agreement there is an obligation for one of 

the parties to fulfill the performance (debtor) and if the performance is not carried 

out, the debtor is said to have committed an act called a breach of promise or 

default. The reimbursement of costs, losses and interest must be a direct result of 

the default and be foreseeable at the time before the agreement. Article 1249 of the 

Civil Code stipulates that compensation for losses caused by default is only 

determined in the form of money. However, in its development, according to 

experts and jurisprudence, damages can be divided into two types, namely material 

and immaterial damages. 

The purpose of providing compensation is to return the injured party to the 

position before the loss occurred or provide material or immaterial compensation 

for the losses suffered. This analysis method is carried out after the collection of 

legal materials, the legal materials that have been obtained will be sorted out again 

so that the data that has been collected can be accounted for and is truly valid. In 

this study, the data obtained systematically. The default case between CV Berjaya 

and the West Kutai Regency Government is the case used as the author's direction 

in making this thesis. Starting from the cooperation agreement between the West 

Kutai Regency Government and CV Berjaya in accordance with Work Order (SPK) 

and Work Contract No. 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005 dated July 25, 2005. 

 

Keywords : employment contract agreement, breach of contract, Agreement. 
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